
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Negara Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

. . 

a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan 
pem binaan kemasyarakatan di desa yang sesuai 
dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, 
perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Bupati Mempawah tentang Alokasi Dana Desa, Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 
Kabupaten Mempawah; 

-i, , 

Mengingat 

Menirnbapg 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR I !2. TAHUN 2018 

TENT ANG 

ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MEMPAWAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MEMPAWAH, 

BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

.. 



c 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan I..embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (I..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (I..embaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak: Menjadi 
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5556); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Peru.bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (I..embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); 

c 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal i 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG ALOKASI 
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MEMPAWAH. 

Menetapkan 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5556}; 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

18.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

19.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5); 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9); 



3. Bupati adalah Bupati Mempawah 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten Mempawah. 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sis tern pemerin tahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

12. RekeningKas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh 
Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara untuk 
menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh 
pengeluaran Negara pada Bank Sentral; 

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh 
Bupati Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

c 



(1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada 60 
(enam puluh) Desa, yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten 
Mempawah. 

(2) Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang diterirna Desa berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah 
yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

Pasal 3 

BAB III 
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

(1) Alokasi Dana Desa diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam 
wilayah administrasi Kabupaten Mempawah ditargetkan dalarn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan. 

(2) Alokasi Dana Desa merupakan penyisihan minimal 10 persen dari 
Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber 
Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten. 

(3) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa 
berdasarkan realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat}, Dana Bagi 
Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum 
yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

(4) Rincian Target Alokasi Dana Desa masing-masing desa ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati . (~ . ._. 

Pasal 2 

BAB II 
URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... , __ 

16. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang 
diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang 
sama secara adil dan merata. 

17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa 
ditentukan berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan 
dengan porsi Desa yang bersangkutan, 

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa. 

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalarn Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dilrurangi 
Dana Alokasi Khusus. 



Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, maka Peraturan Bupati 
Mempawah N omor 14 Tahun 2017 ten tang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten 
Mempawah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 3, melalui rekening Pemerintah Desa atas nama 
Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk. 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dapat 
dilakukan secara bertahap perbulan atau pertriwulan, sesuai dengan 
ketersediaan keuangan daerah pada Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD). 

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 
a. APBDesa yang telah ditetapkan bersama Badan Pennusyawaratan 

Desa; dan 
b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan 

Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya. 
(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan clan disesuaikan dengan 
ketersediaan dana APBD. 

(5) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Telmis mengenai penggunaan, 
pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa akan di atur 
dengan ketentuan lebih lanjut. 

BABV 
PENUTUP 

Pasal 5 

c 

Pasal 4 

BAB IV 
PENYALURAN DAN PELAKSANAAN 

(3) Rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 
masing-masing Desa, ditentukan dengan cara sebagai beikut : 
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata; dan 
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dan 

realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing­ 
masing. 

(4) Penetapan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ditetapkan oleh Bupati. 



- 

di Mempawah 
2018 

BUPATI 

Ditetapkan 
pada tangg 

r , ....... 

TAI-IUIII NOMOR •••••••••••••••• c: 
lfRITA Dl\fRAH KABUPATEN MEMPAWAH 

'MOCHRIZAL 

KABUPATEN MEMPAWAH 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Mempawah. 

Pasal 6 

. . 


